
PRESIDEN 

REPUBLIK INOONESIA 

I SALINAN 

PERA TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 

TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BATAM 

Menimbang 

SK No 033011 A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk meningkatkan daya saing Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan pada
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat: . . . 
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Mengingat : l. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO0 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OOO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 251,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4O53) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2OO7
TENTANG KAWASAN

2

BEBAS DAN

Pasall...

SK No237l49A

PET,ABUHAN BEBAS BATAM.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 2A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4757) yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 5 Tahun 20ll (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oll Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

b. Nomor 62 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 165, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

diubah sebagai berikut:
Pasal 2A

(1) Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunErn Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

(2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam.

(3) Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh
Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(4) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dljabat ex-officio oleh Wali Kota Batam dan Wakil
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Walil
Wali Kota Batam.

(5) Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. tidak sedang menjalankan masa tahanan; atau
b. tidak berhalangan sementara,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pemerintahan daerah.

(6) Dewan . . .

SK No 170471A
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Agar setiap ot'ang mengetahuinya,

Peraturan Pemerintah ini
dalam kmbaran Negara

dengan
Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Jantari2O25

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO
Dirmdangfun di Jakarta
pada tanfoal 22 Jwruari 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan asltnya
KEMENTERTAN SEKRETARTAT NEGARA

REPUBUK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum,

SK No237109A

Djaman
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Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan

kepentingan umum yang dilakukan oleh Badan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan berdasarkan
perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam yang
dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam dan disetqiui oleh Presiden.

il. PASALDEMIPASAL

Pasal I

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7O9I
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